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SETIAP Oktober, dunia mempe-

ringati bulan kesadaran kanker payu-

dara (Breast Cancer Awareness Month).

Berbagai gerakan telah dimulai sejak

tahun 1985 oleh Asosiasi Kanker

Amerika (American Cancer Society) dan

telah menginspirasi banyak orang untuk

semakin peduli dan sadar akan isu

kanker payudara yang dapat menyerang

siapa saja dan kapan saja. Namun,

bagaimana tingkat awareness masyara-

kat Indonesia mengenai kanker ini?

Awareness untuk melakukan deteksi di-

ni dan awareness untuk segera

melakukan pengobatan medis.

Tersendatnya Deteksi Dini

Kanker payudara adalah penyakit di

mana sel-sel payudara abnormal tum-

buh tak terkendali dan membentuk tu-

mor. Jika tidak ditangani, tumor dapat

menyebar ke seluruh tubuh dan beraki-

bat fatal. Laporan dari The Global

Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2018,

jumlah kasus baru kanker di Indonesia

diprediksi meningkat dan kanker payu-

dara menempati urutan teratas, diikuti

kanker serviks dan kanker paru-paru.

Yang mengkhawatirkan, banyaknya ka-

sus kanker, termasuk kanker payudara,

70 persen ditemukan memasuki stadi-

um lanjut (III dan IV). Banyak perem-

puan menganggap remeh tanda-tanda

awal kanker, seperti adanya benjolan di

payudara atau perubahan fisik lainnya.

Ketika sakit semakin parah dan mulai

ada gejala-gejala yang mencemaskan,

barulah pergi ke dokter. Pada kanker

stadium lanjut, pengobatan rumit, berat,

membutuhkan biaya lebih besar dan

risiko kematian lebih tinggi. Ini

mengindikasikan kesadaran masyara-

kat Indonesia akan pentingnya deteksi

dini kanker payudara masih rendah.

Kanker payudara merupakan salah satu

jenis kanker yang dapat dicegah atau di-

minimalisasi keganasannya jika dite-

mukan pada stadium awal. Kebanyakan

orang tidak akan mengalami gejala apa

pun saat kanker masih tahap awal, oleh

karena itu deteksi dini sangatlah pen-

ting.

Deteksi dini kanker payudara dapat

dilakukan dengan Periksa Payudara

Sendiri (SADARI), Periksa Payudara

Klinis (SADANIS), USG Payudara dan

Mamografi. SADARI dilakukan sendiri

oleh perempuan seminggu setelah mens-

truasi. Bila menemukan benjolan atau

tanda-tanda lain yang tidak biasa,

segera diperiksakan ke pelayanan kese-

hatan. SADANIS adalah pemeriksaan

payudara oleh tenaga kesehatan terlatih

untuk melihat adanya benjolan. USG

dan mamografi, pemeriksaan dilakukan

di klinik atau rumah sakit. Beberapa

lembaga melakukan pemeriksaan payu-

dara gratis dengan USG, namun belum

banyak yang memanfaatkannya.

Mengapa perempuan tidak melakukan

deteksi dini kanker payudara? Survei

menunjukkan, karena takut ketahuan

penyakitnya. Padahal, kanker dapat di-

sembuhkan bila ditemukan dalam stadi-

um dini dan diobati secara cepat dan

tepat.

Penundaan Pengobatan Medis

Penundaan pengobatan medis, meng-

akibatkan penyakit berlanjut. Menurut

penelitian, pasien menunda un-

tuk melakukan pengobatan

medis disebabkan beberapa hal.

Karena rasa takut untuk opera-

si, takut kehilangan payudara,

takut efek samping obat, takut

kehilangan suami serta karena

kurang pengetahuan tentang

gejala kanker. Munculnya ben-

jolan di payudara, dikira

ngrangkaki seperti ibu

menyusui atau mlanjer setelah

berolahraga. Ditambah lagi,

adanya budaya harus menurut

suami yang tak mengizinkan

istri operasi serta percaya pada

pengobatan alternatif dan mitos

bahwa operasi akan membuat

kanker menyebar, mengakibat-

kan jumlah pasien stadium lan-

jut membengkak.

Penanggulangan kanker payudara

diperlukan penanganan terpadu dan

berkesinambungan. Ada tiga pilar perlu

mendapat perhatian, ialah promosi kese-

hatan pada masyarakat, diagnosis tepat

waktu dan manajemen kanker payu-

dara yang komprehensif. Pencegahan

primer perlu dilakukan dengan

menghindari faktor risiko dan men-

jalankan perilaku hidup CERDIK (Cek

Kesehatan Secara Rutin, Enyahkan

Asap Rokok, Rajin Aktivitas Fisik, Diet

Gizi Seimbang, Istirahat Cukup, Kelola

Stres). Pencegahan sekunder dengan

melakukan deteksi dini kanker.

Pencegahan tertier dengan melakukan

pengobatan secepat mungkin. Strategi

untuk meningkatkan hasil pengobatan

kanker payudara bergantung pada pe-

nguatan sistem kesehatan fundamental

untuk memberikan perawatan yang su-

dah diketahui berhasil serta memiliki

jalur rujukan yang andal dari fasilitas

perawatan primer ke rumah sakit pusat

kanker khusus. Kondisi ini dapat me-

ngendalikan risiko kematian bagi pasien

kanker. ❑-d

*) Dr Dra IM Sunarsih SU Apt,

Ketua I YKI DIY Penasehat TP. PKK

DIY.

Literasi Pilkada, Kampus dan Komunitas

IM Sunarsih

Komnas HAM minta DPR 2024-2029

prioritaskan RUU PPRT.

-- Rakyat harus dinomorsatukan.

***

Puan Maharani pimpin lagi DPR RI.

-- Tak ada saingannya.

***

Pertemuan Megawati-Prabowo tinggal

menghitung hari.

-- Yang penting isi pertemuannya.

Kanker Payudara dan Kesadaran Masyarakat

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilka-

da) adalah salah satu momen penting

dalam demokrasi lokal, di mana warga

berperan aktif dalam menentukan siapa

yang akan memimpin daerah mereka.

Namun, seringkali, proses ini tidak ber-

jalan ideal karena keterbatasan infor-

masi, praktik politik uang, dan manipu-

lasi politik yang merendahkan martabat

warga.

Karena itu, literasi Pilkada menjadi

sangat penting untuk membangun ke-

sadaran kritis warga agar mereka mam-

pu memilih pemimpin yang benar-benar

memahami kebutuhan masyarakat dan

berani membela kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, kampus dan komu-

nitas memainkan peran vital. Kampus

sebagai pusat pendidikan dan in-

telektual memiliki tanggung jawab

untuk menyediakan informasi

yang memadai, kritis, dan konsti-

tusional tentang Pilkada.

Pada sisi yang lain, komunitas

harus menjadi kekuatan utama

yang memastikan integritas proses

Pilkada, terutama dalam meme-

rangi politik uang dan penyebaran

ujaran kebencian. Dengan kolabo-

rasi antara kampus dan komuni-

tas, Pilkada dapat menjadi momen

warga untuk bertindak sebagai

subjek yang berdaulat dalam

menentukan pemimpin mereka.

Urgensi

Literasi Pilkada adalah bagian

dari upaya meningkatkan kemam-

puan warga untuk memahami se-

cara kritis proses, regulasi, dan

dampak dari pemilihan kepala

daerah. Hal ini mencakup pema-

haman tentang hak-hak konstitusional,

peran pemimpin daerah, dan tantangan

yang dihadapi dalam demokrasi lokal.

Beberapa aspek penting dalam literasi

Pilkada meliputi:

Satu: Informasi yang memadai dan

akurat: Warga perlu mendapatkan ak-

ses terhadap informasi yang benar me-

ngenai calon pemimpin, kebijakan yang

diusulkan, serta dampak dari pilihan

mereka. Informasi ini harus objektif dan

didasarkan pada data, bukan sekadar

janji politik atau bahkan sekadar gim-

mik.

Dua: Kesadaran kritis dan konstitu-

sional: Literasi Pilkada mendorong war-

ga untuk berpikir kritis dan tidak hanya

memilih berdasarkan popularitas atau

tekanan sosial, melainkan berdasarkan

rekam jejak calon, kebijakan yang berpi-

hak pada rakyat, dan ketaatan calon ter-

hadap konstitusi.

Tiga:  Warga sebagai subyek: Pilkada

bukan hanya ajang politik elite, tetapi

juga momen di mana warga memiliki

hak penuh untuk menentukan masa de-

pan daerah mereka. Karena itu, warga

harus memahami tanggungjawabnya

dalam memilih pemimpin yang menger-

ti kebutuhan masyarakat dan berani

mengambil keputusan yang memihak

rakyat.

Peran Kampus

Kampus memiliki peran strategis da-

lam mendorong literasi Pilkada melalui

beberapa cara:

Satu: Mobilisasi sumber daya literasi:

Kampus dapat menggerakkan sumber

daya intelektualnya untuk menyediakan

kajian dan informasi kritis mengenai

calon pemimpin, kebijakan yang

diusulkan, serta isu-isu penting yang di-

hadapi oleh masyarakat lokal. Misalnya,

melalui seminar, diskusi publik, pener-

bitan jurnal, atau kampanye pendidikan

politik.

Dua: Metodologi pengajaran dan anali-

sis: Sebagai pusat pembelajaran, kam-

pus dapat memberikan metodologi yang

tepat untuk membedah dinamika politik

lokal secara akademis. Misalnya, de-

ngan mengajarkan teknik analisis kebi-

jakan, kajian politik lokal, dan hukum

konstitusional yang dapat membantu

warga memahami lebih dalam proses

Pilkada.

Tiga: Monitoring proses Pilkada:

Kampus juga dapat berperan sebagai

pengawas independen dalam proses

Pilkada, memastikan semua tahapan

Pilkada berjalan sesuai aturan konstitu-

sional dan demokratis. Dalam hal ini,

kampus dapat bekerja sama dengan

lembaga pengawas pemilu serta media

untuk melakukan pemantauan indepen-

den terhadap potensi kecurangan.

Peran Komunitas

Selain kampus, komunitas juga berpe-

ran penting dalam menjaga integritas

proses Pilkada, terutama dalam meng-

hadapi masalah-masalah seperti politik

uang, penyebaran kebencian, dan mani-

pulasi politik. Beberapa peran komuni-

tas yang dapat dioptimalkan meliputi:

Satu: Membangun kesadaran warga:

Komunitas harus menjadi subjek aktif

dalam pembelajaran mengenai dampak

negatif dari politik uang dan bagaimana

hal itu merugikan mereka dalam jangka

panjang. Melalui kegiatan komunitas,

seperti diskusi kelompok, kampanye

lokal, dan acara sosialisasi, dapat diba-

ngun kesadaran bersama tentang pen-

tingnya memilih berdasarkan kualitas

calon, bukan karena iming-iming materi.

Dua: Menolak politik uang dan ujaran

kebencian: Komunitas harus menjadi

garda terdepan dalam melawan

praktik politik uang dan kampanye

yang menyebarkan kebencian.

Mereka dapat berkolaborasi de-

ngan organisasi masyarakat sipil

dan lembaga pengawas untuk

melaporkan dan memerangi segala

bentuk manipulasi politik yang

merendahkan martabat warga.

Tiga: Membangun solidaritas so-

sial: Komunitas yang kuat dapat

menciptakan solidaritas sosial yang

mendorong partisipasi politik war-

ga secara aktif dan cerdas.

Komunitas juga dapat berfungsi se-

bagai ruang bagi warga untuk

berdiskusi dan menentukan pilihan

politik mereka berdasarkan kepen-

tingan bersama.

Literasi Pilkada adalah tanggung

jawab bersama yang melibatkan

kampus, komunitas, dan warga ne-

gara secara keseluruhan. Dengan

literasi yang memadai, warga dapat

menjadi subjek dalam proses Pilkada,

bukan sekadar objek manipulasi politik.

Kampus sebagai agen literasi dan komu-

nitas sebagai kekuatan sosial harus

berkolaborasi untuk menciptakan proses

Pilkada yang bersih, transparan, dan

berorientasi pada kepentingan rakyat.

Hanya dengan begitu, Pilkada akan

menjadi momen warga untuk memilih

pemimpin yang benar-benar memahami

kebutuhan mereka dan berani membela

kepentingan rakyat. ❑-d

*)  Syamsudin MA, Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPí45.

SyamsudinTugas Berat Anggota DPR 2024-2029
SEBANYAK 580 anggota DPR

RI periode 2024-2029 telah resmi

dilantik di Gedung MPR/DPR/-

DPD, Senayan Jakarta, Selasa

(1/10). Mereka berikrar mengab-

dikan diri untk kepentingan rakyat

yang diwakilinya. Kita tentu meng-

ucapkan selamat kepada anggota

DPR RI periode 2024-2029, baik

wajah baru maupun lama, untuk

memperjuangkan kepentingan

rakyat. Juga kepada 152 anggota

DPD RI yang ikut dilantik kemarin.

Tugas berat ada di pundak mere-

ka untuk memperjuangkan aspi-

rasi rakyat.

Kita berharap pelantikan itu

bukan seremonial belaka, melain-

kan jauh lebih penting mene-

guhkan komitmen untuk berjuang

bersama rakyat membangun per-

adaban yang lebih baik. Dari as-

pek legislasi,  masih banyak PR

yang belum  dituntaskan DPR pe-

riode sebelumnya, sebagaimana

diingatkan Komnas HAM. Antara

lain, RUU tentang Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

hingga revisi UU Tindak Pidana

Perdagangan Orang/TPPO (KR

2/10). Di samping juga perlunya

prioritas legislasi terkait pemba-

ngunan dan investasi yang erat

terkait atau dapat berdampak ter-

hadap HAM.

Kita perlu mengingatkan kepada

seluruh anggota DPR RI periode

2024-2029, untuk benar-benar

memposisikan diri sebagai wakil

rakyat sesuai nama institusinya,

Dewan Perwakilan Rakyat, bukan

perwakilan partai. Meski mereka

bisa duduk di dewan karena

diusung partai, namun begitu

menjabat sebagai anggota DPR,

maka harus bertindak atas nama

rakyat yang diwakilinya. Namun,

antara realitas dan harapan (ideal-

isme), terasa masih timpang.

Umumnya, mereka lebih banyak

mewakili kepentingan partainya,

ketimbang rakyat yang diwak-

ilinya.

Kita masih ingat ketika Mahfud

MD yang saat itu menjabat

Menkopolhukam meminta kepada

Ketua Komisi III DPR Bambang

Wuryanto atau lebih akrab disapa

Bambang Pacul  menyelesaikan

RUU Perampasan Aset, yang

langsung dijawab hal itu tergan-

tung pimpinan parpol. Dari pernya-

taan itu saja  mudah disimpulkan

bahwa mereka yang duduk di

DPR lebih tunduk pada pimpinan

parpol ketimbang rakyat yang di-

wakilinya. 

Secara organisatoris kepartaian

mungkin hal itu bisa dipahami bah-

wa kader bisa duduk di DPR  kare-

na �jasa� parpol yang men-

gusungnya. Namun tak boleh lu-

pa, mereka bisa duduk di kursi ter-

hormat itu karena dipilih rakyat.

Konkretnya, bila rakyat tidak me-

milih mereka maka tak mungkin

bisa duduk di kursi DPR. Hal itulah

yang ingin kita ingatkan kepada

anggota DPR periode 2024-2029

agar jangan lalai mengemban

amanat dan aspirasi rakyat yang

telah memilihnya. 

Bahwa secara administratif-or-

ganisatoris mereka tunduk pada

parpol, tentu dapat dipahami, na-

mun kepentingan rakyat harus

diprioritaskan. Kita juga paham

bahwa Indonesia  menganut

demokrasi perwakilan yang tercer-

min dari lembaga perwakilan rak-

yat atau DPR. Karenanya, kita

mengingatkan DPR tak boleh

mengabaikan suara rakyat,

melainkan harus mengakomodasi

kepentingan dan aspirasi rakyat.

Sejujurnya, kita membutuhkan

wakil rakyat yang peka menang-

kap denyut nadi kehidupan ma-

syarakat yang paling bawah.

Sebab, selama ini suara mereka ti-

dak didengar karena tak memiliki

akses untuk mengartikulasikan as-

pirasinya. Di sinilah butuh

kepekaan atau empati dari wakil

rakyat, agar mampu menyelami

apa yang dirasakan masyarakat.

Itulah wakil rakyat yang sesung-

guhnya, bukan sekadar �tebar

pesona� berkunjung ke daerah-

daerah.

Kita berharap anggota DPR pe-

riode 2024-2029 bisa menjadi

penyeimbang pemerintah sehing-

ga mekanisme check and bal-

ances bisa berjalan secara efektif.

Kalaupun tidak ada oposisi, kita

tetap membutuhkan figur yang

vokal memperjuangkan aspirasi

dan kepentingan rakyat melalui

DPR.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redak-

si hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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